
PERUBAHAN PENJABARAN APBD 

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 16, BERITA DAERAH PROVINSI 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 62010  

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023  

 
 

Abstrak : - bahwa dalam rangka pemetaan, klasifikasi, kodefikasi, 

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah terkait penggunaan dana bagi hasil 

cukai hasil tembakau tahun 2023 dan dana alokasi 

khusus tahun anggaran 2023, dan menyesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus, serta 

pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan 

belanja wajib dan prioritas perangkat daerah/unit kerja 

pada perangkat daerah lainnya, Peraturan Gubernur 

Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 3 Tahun 2023 perlu diubah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 

Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 

2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, 

UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres 

No. 15 Tahun 2023, Permendikbud No. 5 Tahun 2019, 

Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 

Tahun 2021, Permeninves/KBKPM No. 3 Tahun 2022, 

Permendagri No. 84 Tahun 2022, Permenpppa No. 2 

Tahun 2023, Perda No. 5 Tahun 2022, Perda No. 7 Tahun 

2022, Pergub No. 70 Tahun 2022. 

 

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur penggunaan dana 

bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023 dan dana 

alokasi khusus tahun anggaran 2023, dan menyesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi 

khusus, serta pergeseran anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan belanja wajib dan prioritas perangkat 

daerah/unit kerja pada perangkat daerah lainnya. 

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 4 Juli 2023. 

- 7 hlm. 

 


